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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pengertian Izin 

 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan syah atau diperbolehkannya  seseorang  atau  badan untuk melakukan 

usaha atau kegiatan tertentu.
1
 Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan 

fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
2
 Perizinan maksudnya dapat 

berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk 

melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu 

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat 

melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sebagai perbuatan 

hukum yang sepihak dari pemerintah, perizinan menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan 

agar terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik mengenai persyaratan dan juga 

mengenai prosedur pemberian izin. 

 

                                                           
1
 Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
2
 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan(diakses pada 20 oktober 

2013) 

http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan(diakses
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Hukum perizinan sendiri adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin 

atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah 

sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik 

terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM, dan sebagainya untuk 

beraktivitas.
3
 

 

Di dalam hukum, istilah perizinan disebut juga dengan vergunning, dan tidaklah 

mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan izin. Izin 

adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa 

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan 

tertentu yang sebenarnya dilarang.
4
 Izin merupakan instrumen yuridis yang 

digunakan pemerintah untuk mempengaruhi agar mau mengikuti cara yang 

dianjurkan guna mencapai suatu tujuan.
5
 Pemerintah mengeluarkan izin untuk 

mengatur segala tindakan-tindakan yang terdapat dalam masyarakat, agar tidak 

bertentangan dengan segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.
6
 

 

Izin dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 

1. Izin dalam arti luas yaitu, suatu tindakan dilakukan demi kepentingan umum 

maksudnya yaitu pemerintah memperbolehkan pemohon untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang; 

                                                           
3
 Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta:Sinar Grafika. 

hal. 168 
4
 Mr. N. M. Spelt dan Prof. J. B. J. Ten Berge. 1992. Pengantar Hukum Administrasi Negara 

Indonesia, Surabaya: Yuridika Pratama. hal. 1-2 
5
 Ridwan, HR. 2011. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada 

6
 Philips M. Hadjon.1993. Pengantar Hukum Perijinan. Surabaya; Yaridika, Cetakan Pertama 
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2. Izin dalam arti sempit yaitu, bahwa suatu perbuatan mengenai izin pada 

dasarnya merupakan keinginan dari pembuat undang-undang. 

 

Tujuannya untuk mengatur segala tindakan yang dianggap merupakan tindakan 

tercela. Izin merupakan tindakan yang sebelumnya dilarang lalu diperkenankan 

agar tindakan tersebut diperbolehkan. 

 

2.2 Bentuk dan Isi Izin 

 

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat 

dalam bentuk tertulis, sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-

hal sebagai tersebut: 

a. Organ yang berwenang 

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan 

penandantangan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. 

b. Yang dialamatkan 

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang 

berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu, oleh karena itu keputusan 

yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. 

c. Dictum  

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian 

sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana 

akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang 
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merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh 

keputusan itu. 

d. Ketentuan-ketentuan,  pembatasan-pembatsan dan syarat-syarat 

Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang 

menguntungkan. Pembatasan-pembatsan dalam izin member, memungkinan untuk 

secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini 

merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain. Juga terdapat syarat, 

dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada 

timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat 

penghapusan dan syarat penangguhan. 

e. Pemberi alasan 

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan UU, 

pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. 

f.       Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan 

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan 

ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-

sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Mungkin saja juga 

merupakan petunjuk-petunjuk bagaimna sebaiknya bertidak dalam mengajukan 

permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ 

pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau 

dikemudian hari.
7
 

                                                           
7
 Purdyatmoko, Y Sri, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, 2009, Yogyakarta:Grasindo 

hal. 25 
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2.3 Sifat Perizinan 

 

Izin merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan.
8
 Selain itu izin 

merupakan keputusan yang menciptakan hukum sehingga dengan pemberian izin 

akan menimbulkan hubungan hukum tertentu. 

2.4 Unsur-unsur Izin 

Unsur-unsur izin yaitu: 

1. Instrumen yuridis 

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat 

konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 

menetapkan peristiwa konkret,sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan 

ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. 

 

2. Peraturan perundang-undangan 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

permerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada 

asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, 

oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan 

pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut 

menjadi tidak sah. 

 

                                                           
8
 Mr. N. M. Spelt dan Prof. J. B. J. Ten Berge. 1992, op.cit. hal. 9 
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3. Organ pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari badan tertinggi sampai dengan 

badan terendah berwenang memberikan izin. 

 

4. Peristiwa kongkret 

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan 

oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, 

peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang 

tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. 

 

5. Prosedur dan persyaratan 

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah atatu pemberi izin. Prosedur dan persyaratan 

perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi 

pemberi izin. Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, 

konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang 

harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru 

ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku 

yang disyaratkan itu terjadi.
9
 

 

 

                                                           
9
 Utama, I Made Arya, Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan 

Untuk Pembangunan Berkelanjutan,Pustaka Sutra,  hal. 90 
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2.5 Tujuan Perizinan, Kewenangan Memberikan Izin, Subjek dan Objek 

Perizinan 
 

2.5.1 Tujuan Perizinan 

Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Keinginan mengarahkan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya: izin bangunan); 

b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan; 

c. Keinginan melindungi obejk-objek tertentu; 

d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit; 

e. izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-

aktifitas. 

 

Dengan tujuan yang demikian itu, setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan 

individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar 

prinsip dasar Negara hukum, yaitu asas legalitas. 

 

2.5.2 Kewenangan Menerbitkan Izin 

 

Setiap wewenang menerbitkan izin bersifat publik. Wewenang itu bias merupakan 

wewenang ketatanegaraan dan bias merupakan administrasi. Antara wewenang 

ketatanegaraan dengan wewenang administrasi dapat dibedakan namun sulit 

dipisahkan. Wewenang menerbitkan izin bias merupakan wewenang terikat dan 

bias merupakan suatu wewenang bebas. Pembedaan atas wewenang terikat dan 

wewenang bebas dalam penerbitan izin membawa konsekuensi yuridis, baik pada 

penerbitan izin maupun pencabutan izin. 

 

Pada penerbitan izin, wewenang menerbitkan atau wewenang menolak tergantung 

dari sifat wewenang. Atas dasar demikian itu, wewenang memberikan izin adalah 
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wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang ini 

diberikan untuk tujuan konkret seperti yang telah diuraikan diatas. Aspek-aspek 

yuridis perizinan meliputi: 

1. Larangan untuk melakukan suatu aktifitas (tanpa izin); 

2. Wewenang untuk memberikan izin. 

Wewenang untuk memberikan izin merupakan wewenang publik. Suatu 

wewenang publik adalah wewenang yang berdasarkan hukum tata Negara atau 

hukum administrasi Negara. Pada penerbitan izin wewenang menerbitkan atau 

wewenang menolak tergantung pada sifat wewenang. Pada wewenang terikat, 

pejabat Tata Usaha Negara (TUN) terikat pada syarat-syarat yang dirumuskan dan 

tidak memiliki kebebasan untuk menilai maupun kebebasan kebijaksanaan atau 

terikat oleh peraturan peundang-undangan, sebaliknya pada wewenang bebas, 

organ pemerintah memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan 

pemberian izin. Pada pencabutan izin, sifat wewenang mempunyai arti penting 

bagi kemungkinan untuk menggunakan wewenang pencabutan. Pada wewenang 

terikat, pencabutan dilakukan dengan keterikatan mutlak pada ketentuan peraturan 

yang menjadi dasarnya. Pada wewenang bebas, pejabat Tata Usaha Negara (TUN) 

dapat menggunakan atau tidak menggunakan wewenang untuk mencabut izin. 

 

2.5.3 Subjek dan Objek Perizinan 

 

Subjek dari perizinan yaitu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten 

atau Kota, yang mempunyai kadar tugas dan peranan yang besar dalam setiap 

penentuan kebijakan-kebijakan dan keputusan dalam perizinan. Sedangkan objek 

dari perizinan adalah pemohon izin usaha dan atau kegiatan. Antara subjek dan 
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objek dari perizinan ini mempunyai peranan yang sama-sama besar dalam 

menentukan diterbitkannya atau ditolaknya suatu izin. 

 

2.6 Bentuk-bentuk Perizinan 

1. Dispensasi 

Dispensasi adalah kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan 

kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan 

berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.
10

 Dispensasi 

bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak 

diizinkan, jadi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relatie 

legis). Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu 

yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat 

melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah 

berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan 

yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya. 

2. Lisensi 

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin 

tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur 

tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi 

memberikan suatu keleluasaan terhadap usaha tersebut. 

3. Konsensi 

Konsensi senantiasa mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan 

umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik 

                                                           
10

 Mr. N. M. Spelt dan Prof. J. B. J. Ten Berge. 1992, op.cit. 
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oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang 

konsensi hamper senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

diizinkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan 

penyelenggaraan yang teratur.
11

 

4. Rekomendasi 

Selain dispensasi, lisensi dan konsensi dalam masalah perizinan juga dikenal 

rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan 

oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin 

pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup 

penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau 

pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, 

bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu. Penerbitan 

rekomendasi didahului oleh adanya permohonan yang dapat saja ditolak dan 

pemrosesannya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula. Agak 

berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan sesuatu yang tidak langsung 

mempunyai daya ikat. Artinya, instansi yang berwenang menerbitkan izin dapat 

menggunakan rekomendasi sebagai acuan atau referensi, tetapi tidak tertutup 

kemungkinan bagi pejabat atau instansi yang berwenang menerbitkan izin untuk 

menggunakan pertimbangan lain. Namun demikian, mengingat rekomendasi 

dikeluarkan oleh badan atau instansi yang mempunyai kewenangan dan keahlian 

pada bidang tertentu maka mau tidak mau juga diindahkan.
12

 

 

 

                                                           
11

 Effendi, Taufiq. 2004. Tingkatkan Pelayanan Publik. Jakarta: Suara Pembaruan. 
12

 Purdyatmoko Y. Sri. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan. Grafindo: Jakarta. hal. 

10-11 
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2.7 Pengertian Izin Mendirikan dan Izin Operasional 

2.7.1. Pengertian Izin Mendirikan Rumah Sakit  

 

Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah 

sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri kesehatan No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah 

Sakit, permohonan izin mendirikan dan izin operasioanl rumah sakit diajukan 

menurut jenis dan klasifikasi rumah sakit. Izin rumah sakit kelas A dan rumah 

sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh 

Menteri setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang 

kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi. Izin rumah sakit kelas B diberikan 

oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang 

berwenang dibidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Izin 

rumah sakit kelas C diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah 

mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
13

 

 

 

Menurut lampiran Permenkes No. 147 Tahun 2010, untuk memperoleh izin 

mendirikan, rumah sakit harus memenuhi syarat yang meliputi: 

1. Studi kelayakan rumah sakit pada dasarnya adalah suatu awal perencanaan 

rumah sakit secara fisik dan non fisik yang berisi tentang: 

a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit meliputi: 

                                                           
13

 Triwibowo, Cecep. 2012. Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit. Yogyakarta: Nuha Medika hal. 

52 
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1) Demografi, yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan 

penduduk serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis 

kelamin dan status perkawinan; 

2) Sosio-ekonomi, yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat 

pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan 

domestik rata-rata bruto; 

3) Morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan 10 penyakit 

utama (Rumah Sakit,Puskesmas Rawat Jalan, Rawat Inap), angka 

kematian (Gross Death Rate, Net Death Rate), angka persalinan, dan 

seterusnya; 

4) Sarana dan prasanakesehatan yang mempertimbangkan jumlah,jenis 

dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi 

tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, 

sederhana dan seterusnya); 

5) Peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kebijakan 

pengembangan wilayah pembangunan sector non-kesehatan, 

kebijakan sector kesehatan dan perumah sakitan. 

b. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik dana dan 

tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang diberikan, meliputi: 

1) Sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, 

jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu darikajian kebutuhan 

dan permintaan (program fungsi dan program ruang); 

2) Peralatan medik dan non medik yang mempertimbangkan perkiraan 

peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan; 
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3) Tenaga/sumber daya manusia yang mempertimbangkan perkiraan 

kebutuhan tenaga dan kualifikasi; 

4) Pendanaan yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana 

investasi. 

c. Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi: 

1) Prakiraan pendapatan yang mempertimbangkan proyeksi pendapatan 

pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan 

pengisian tempat tidur; 

2) Prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan 

biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya 

manusia. 

a) Proyeksi arus kas (5-10 tahun) 

b) Proyeksi laba/rugi (5-10 tahun) 

2. Master plan adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 

sepuluh tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal 

yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, 

fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan. 

3. Status kepemilikkan, Rumah sakit dapat didirikan oleh: 

a. Pemerintah, harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang 

bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan 

Badan Layanan Umum. 

b. Pemerintah Daerah, harus berbentuk lembaga Teknis Daerah dengan 

pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. 
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c. Swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya 

bergerak dibidang perumah sakitan. 

1) Badan hukum dapat berbentuk Yayasan, Perseroan terbatas, 

Perkumpulan dan Perusahaan Umum. 

2) Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman 

modal dalam negeri harus mendapat reomendasi dari instansi yang 

melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal 

dalam negeri. 

4. Persyaratan pengolahan limbah, meliputi Upaya Kesehatan Lingkungan 

(UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan atau Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah 

Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Luas tanah dan sertifikasinya, luas tanah untuk Rumah Sakit dengan 

bangunan tidak bertingkat minimal 1 ½ (satu setengah) kali luas bangunan 

dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai 

dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai 

ketentuang peraturan perundang-undangan. 

6. Penamaan Rumah Sakit: 

a. harus menggunanakan bahasa Indonesia. 

b. tidak boleh menambahkan kata “internasional”, kelas dunia”, “worls 

class”, “global” dan/atau kata lain yang dapat menyesatkan bagi 

masyarakat. 

7. Memiliki izin Undang-Undang Gangguan (HO), Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Izin penggunaan bangunan (IPB), dan Surat Izin Tempat 
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Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan 

yang berlaku.
14

 

 

2.7.2 Izin Operasional Rumah Sakit 

Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan setelah persyaratan dan standar. Rumah sakit dan fasilitas 

layanan kesehatan lain akan mendapat izin operasional setelah memenuhi 

persyaratan tertentu dan izin itu harus diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. 

Mekanisme perizinan belum menjamin sepenuhnya kompetensi layanan kesehatan 

yang ada atau mutu layanan kesehatan fasilitas kesehatan tersebut.
15

 

Menurut lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 147 Tahun 2010 untuk 

mendapatkan izin operasional rumah sakit harus memiliki persyaratan: 

1. memiliki izin mendirikan; 

2. Sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, 

operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang 

sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latiham,ruang kantor dan 

administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan 

masyarakat rumah sakit, ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, 

laundry, kamar jenazah, taman, pengelolaan sampah, dan pelataran parker yang 

mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. 

3. Peralatan 

a. tersedia dan berfungsinya peralatan atau perlengkapan medik dan non 

medik untuk penyelenggraan pelayanan yang memenuhi syarat pelayanan, 

                                                           
14

 Triwibowo, Cecep. 2012. op.cit. hlm. 54-58 
15

 Pohan S. Imbalo. 2004. Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan. 

Jakarta: EGC. hal. 73 
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persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan 

jenis dan klasifikasinya. 

b. memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk peralatan tertentu, misalnya: penggunaan peralatan radiologi 

harus mendapatkan izin dari Bapeten. 

4. Sumber daya manusia, tersedianya tenaga medis dan keperawatan yang purna 

waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai 

dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya. 

5. Administarsi manajemen 

a. memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit, unsure 

pelayanan medis, unsure keperawatan, unsure penunjang medis, satuan 

pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. 

b. Kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai 

kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan. 

c. tenaga structural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus 

berkewarganegaraan Indonesia. 

d. pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit. 

e. membuat daftar medis yang melakukan praktirk kedokteran atau 

kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. 

f. memiliki dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit 

(hospital by laws dan medical staf by laws). 

g. memiliki standa prosedur operasional pelayanan rumah sakit. 
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2.8   Tata Ruang 

 

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya Land use adalah wujud struktur ruang 

dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional 

disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

(RTRWK)
16

. 

 

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

 

Ketentuan mengenai tata ruang kawasan perkotaan dan/atau rencana bangunan 

dan lingkungan. Tata ruang dan lokasi juga diatur pada UU No.26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang yang tertuang pada Pasal 26 Ayat (3) yang menyatakan 

bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan 

perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. 

Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu 

lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah 

perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut: 

1. Perumahan dan permukiman 

2. Perdagangan dan jasa 

3. Industri 

                                                           
16

 Hasni. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah. .Raja Grafindo Persada.Jakarta. 

2008.hal 119 
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4. Pendidikan 

5. Perkantoran dan jasa 

6. Terminal 

7. Wisata dan taman rekreasi 

8. Pertanian dan perkebunan 

9. Tempat pemakaman umum 

10. Tempat pembuangan sampah 

 

Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak diikuti adalah 

kesemrawutan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang 

berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi 

dampak lingkungan yang berimplifikasi kepada kesehatan, sulitnya mengatasi 

kebakaran bila terjadi kebakaran. 
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